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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bln.

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 
Pengadilan  Negeri  Batulicin  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam

perkara permohonan atas nama:

H. Tahrudin,  jenis kelamin laki-laki,  agama Islam, pekerjaan  wiraswasta,

bertempat tinggal di Jln. Cempaka, RT 05 Desa Batuah

Kecamatan  Kusan  Hilir,  Kabupaten  Tanah  Bumbu,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

 Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

 Setelah mendengar Pemohon;

 Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Batulicin,  7 Januari 2019 yang  didaftarkan  pada  kepaniteraan  Pengadilan

Negeri Batulicin pada tanggal 7 Januari 2019 di bawah register nomor 9/Pdt.P/

2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan

Kartu Tanda Penduduk No: 6310020107730405 tanggal 01 Juli 2018 yang

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Bahwa  Pemohon bernama  H.  Tahrudin  jenis  kelamin  laki-laki  lahir  di

Pagatan pada tanggal  01 Juli  1973 anak ke dua  dari  perkawinan sah

suami istri H. Ahmade dan (Alm) Hj. Dayani, sesuai dengan Akta Kelahiran

Nomor  6310-LT-04012019-0026  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Catatan

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Bahwa kemudian di  dalam Paspor  Pemohon Nomor:  A 7357743,  yang

telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi  Banjarmasin tanggal 10 Februari

2014 nama Pemohon tersebut  tercatat  sebagai  Muhammad Taharuddin

Ahmade.

4. Bahwa  Pemohon  berkeinginan  untuk  merubah  atau  mengganti  nama

Pemohon  dari  nama  Muhammad  Taharuddin  Ahmade  menjadi  H.

Tahrudin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5. Bahwa alasan Pemohon ganti  nama tersebut Pemohon lakukan karena

nama Pemohon di Paspor berbeda dengan nama Pemohon di KTP, KK,

Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

6. Bahwa  pergantian  nama  tersebut  juga  Pemohon  memohonkan  agar

memberikan kepastian  dan  kemudahan bagi  Pemohon dengan  adanya

pengesahan  pengadilan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Pemohon

dalam berurusan termasuk dalam hal data diri  Pemohon dan keperluan

administrasi bagi Pemohon nantinya.

7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan

adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi

Pemohon.

8. Bahwa permohonan Pemohon ini  tidak bertentangan dengan moral dan

kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  bersama  ini  Pemohon

bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin kiranya menerima

permohonan  ini  dan  selanjutnya  memeriksa  dan  memberikan  penetapan

sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan  menurut  hukum,  bahwa  pergantian  nama  Pemohon  dari

semula  Muhammad  Taharuddin  Ahmade  sebagaimana  tercatat  dalam

Paspor  Pemohon  Nomor  A  7357743, yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Imigrasi  Banjarmasin  tanggal  10  Februari  2014,  berganti  menjadi  H.

Tahrudin;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk  mengirimkan  salinan  resmi

Penetapan  ini  Kepada  Kantor  Imigrasi  Kabupaten  Tanah  Bumbu untuk

ganti  nama  Pemohon  Muhammad  Taharuddin  Ahmade  menjadi  H.

Tahrudin dengan Paspor Nomor: A 7357743 yang dikeluarkan oleh Kantor

Imigrasi  Banjarmasin  tanggal  10  Februari  2014,  selanjutnya  dicatat

adanya pergantian nama tersebut dalam register yang berjalan;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  yang  timbul

dalam perkara permohonan ini;

Subsidair:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat

permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  persidangan  menerangkan  bahwa

dirinya  bernama  “H.  Tahrudin”  sebagaimana  yang  tercatat  di  kutipan  akta

kelahiran,  kartu  tanda  penduduk,  dan  kartu  keluarga, dan  bukannya

“Muhammad  Taharuddin  Ahmade”  seperti  yang  tercatat  dalam  paspor,

perbedaan nama tersebut bisa terjadi karena ada perbedaan nama Pemohon

antara yang tercatat di dalam paspor dengan di akte kelahiran yang baru saja

Pemohon  miliki,  sehingga  Pemohon  hendak  menyamakan  nama  Pemohon

yang tercatat di dalam paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon yang

lainnya, dan karena itu Pemohon telah mendatangi kantor Imigrasi Batulicin dan

mendapat penjelasan bahwa untuk mengganti atau mengubah namanya yang

tercatat di paspor harus dengan penetapan pengadilan;

Menimbang,  bahwa Pemohon di  persidangan mengajukan Surat-surat

sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  H.  Tahrudin,  yang  telah

dibubuhi  meterai  secukupnya  dan  disesuaikan  dengan  aslinya  di

persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor:  6310021912120006  dengan  kepala

keluarga  H.  Tahrudin,  yang  telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  dan

disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor:  6310-LT-04012019-0026  atas

nama  Tahrudin  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Januari 2019,

yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya

di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-

3;

4. Fotokopi  Surat  Keterangan  Beda  Nama Nomor:  01/DS-BTH/SK/I/2019

tertanggal 4 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Batuah

Kecamatan  Kusan  Hilir,  yang  telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  dan

disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi  Paspor  Republik  Indonesia  Nomor:  A  7357732  atas  nama

Muhammad Taharuddin Ahmade, yang telah dibubuhi meterai secukupnya

dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi  Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/02/VI/1993 atas nama

Tahruddin  dan  Noryana,  yang  telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  dan
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disesuaikan  dengan  aslinya  di  persidangan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang,  bahwa Pemohon di  persidangan mengajukan Saksi-saksi

sebagai berikut:

1. Saksi  Ruhanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Hj. Noryana

dan mereka telah dikaruniai anak yang bernama Yuliana;
 Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  untuk  mengganti  namanya

sebagaimana yang tercatat di paspor miliknya, karena nama Pemohon di

paspor  tercatat  sebagai  Muhammad  Taharuddin  Ahmade  sedangkan

nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tahrudin;
 Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama Tahrudin;
 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menyamakan

namanya yang tercatat di dalam paspor dengan dokumen kependudukan

Pemohon yang lainnya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi  H.  Abd.  Manap dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Hj. Noryana

dan mereka telah dikaruniai anak yang bernama Yuliana;
 Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  untuk  mengganti  namanya

sebagaimana yang tercatat di paspor miliknya, karena nama Pemohon di

paspor  tercatat  sebagai  Muhammad  Taharuddin  Ahmade  sedangkan

nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tahrudin;
 Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama Tahrudin;
 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menyamakan

namanya yang tercatat di dalam paspor dengan dokumen kependudukan

Pemohon yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang,  bahwa  akhirnya  Pemohon menyatakan  tidak  ada  hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa kemudian Pemohon secara lisan di persidangan hari

Selasa  tanggal  22  Januari  2019  menyatakan  mencabut  permohonannya

Halaman 4 dari 6 penetapan perdata nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa sesuai penjelasan dari pihak Imigrasi terhadap persoalan

yang dihadapi oleh Pemohon perlu menjalani persidangan di pengadilan negeri

sementara pihak Imigrasi tidak dapat memperlihatkan dimana dasar atau aturan

hukumnya  mengenai  hal  tersebut,  namun  demikian  untuk  mendapatkan

penjelasan yang  lebih lengkap,  maka Pemohon hendak mengurus langsung

perubahan namanya yang tercatat di paspor di kantor Imigrasi Banjarmasin;
Menimbang,  bahwa  atas  hal  tersebut  Hakim  berpendapat  meskipun

permohonan  pencabutan  tidak  dilakukan  secara  tertulis  namun  karena

permohonan  secara  lisan  tersebut  dituangkan  dalam  berita  acara  yang

merupakan suatu akta otentik maka hal itu menjadi bukti  tentang kebenaran

pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  alasan  yang  dikemukakan  oleh

Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga diperintahkan kepada

Panitera  Pengadilan  Negeri  Batulicin  untuk  mencoret  perkara  tersebut dari

daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  telah  dilakukan

pemanggilan kepada Pemohon dan mengingat sifat dari perkara permohonan

yang voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang

telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut;
Memperhatikan,  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan  perkara  perdata  permohonan  nomor  9/Pdt.P/2019/PN Bln.

dicabut;

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Batulicin  untuk  mencoret

perkara nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bln. tersebut dari daftar perkara perdata

di Pengadilan Negeri Batulicin;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

sampai  dengan  hari  ini  ditetapkan  sejumlah  Rp296.000,00  (dua  ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan pada hari  Selasa tanggal  15 Januari  2019 oleh

kami  Chahyan  Uun  Pryatna,  S.H.,  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Batulicin

selaku  Hakim tunggal,  yang  diucapkan  dalam persidangan  yang  dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari  Selasa tanggal  22 Januari 2019 oleh Hakim

tersebut  dengan  dibantu  Yurda  Saputera,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,
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Yurda Saputera, S.H., M.H. Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran---------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-------------------------------------------------------------------------------------Rp. 50.000,00
3. Panggilan------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 200.000,00
4. PNBP panggilan pertama----------------------------------------------------------------------------Rp. 5.000,00
5. Redaksi---------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 5.000,00
6. Meterai----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 6.000,00

Jumlah----------------------------------------------------------------------------------------------------Rp. 296.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;--------------------------------------
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